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ABSTRAK 

Indra Gunawan 2024, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba 

(Dibimbing oleh Nur Wahid dan Nurbiah Tahir) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan 

dana desa dalam pembuatan jalan tani. Jenis penelitian yaitu menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator transparansi 

yang digunakan meliputi : (1) Ketersediaan dan aksebilitas dokumen, Pemerintah 

Desa telah memberikan Masyarakat  informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil, informasi diberikan kepada 

Masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan 

rinci. (2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, Pemerintah Desa 

paccarammengan dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana desa 

yaitu dengan menyediakan informasi tentang semua tahapan pengelolaan dana 

desa, menyediakan informasi tentang sumber dan jumlah dana desa dan 

menyediakan tentang penggunaan dana desa. (3) Keterbukaan proses, Pemerintah 

Desa Paccarammengan dalam pembuatan jalan tani  selalu menkomunikasi 

kepada Masyarakat semua tahapan Pembangunan mulai dari pelaksanaan hingga 

pelaksanaan dan pelaporan serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengerjaan 

jalan tani. (4) Kerangka regulasi yang menjamin trasparansi, pemerintah desa 

dalam pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. 

Kesimpulannya  pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani yang 

dilakukan oleh Kantor Desa Paccarammengan sudah Transparan namun masih 

ada beberapa kekurangan seperti tidak adanya situs web yang dapat di akses oleh 

masyarakat untuk memperoleh informasi. 

 

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Jalan Tani 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang terdapat batas 

wilayah yang memiliki hak untuk mengelolah masalah pemerintahan demi 

kepentingan masyarakat public dan juga adanya tanggung jawab besar dalam 

mengelolah keuangan desa. Pemerintah desa diwajibkan melakukan Transparansi 

pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Dana Desa yang Bersumber dari 

APBN, hal demikian merupakan bagian terpenting didalam pengelolaan dana 

desa sejak adanya peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana 

setiap desa telah dipercayakan oleh pemerintah pusat dan juga masyarakat dalam 

mengelolah anggaran yang relatif besar nilainya. 

Menurut Kristianten (2006:73), ada beberapa ciri yang menunjukkan 

transparansi penelitian. Ini termasuk dokumen yang tersedia dan dapat diakses, 

kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi 

yang memastikan transparansi. Salah satu masalah transparansi dalam 

pengelolaan APBDes Desa Paccarammengan adalah pemerintah desa tidak 

transparan tentang bagaimana mereka mengelola APBDes dan banyak kebijakan 

yang telah dibuat tidak diketahui oleh masyarakat. Fenomena ini sering terjadi 

dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa banyak orang tidak mau ikut terlibat dalam proses yang digunakan oleh 

pengelolaan keuangan saat ini. Sampai saat ini, keamanan pengelolaan keuangan 

di Desa Paccarammengan masih menjadi masalah, terutama terkait 
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pembangunan jalan. Pemerintah desa hanya memberikan laporan kepada badan 

permusyawaratan desa (BPD) yang ada dengan konsep tertutup, tanpa memberi 

tahu masyarakat tentang bagaimana pengelolaan APBDes digunakan untuk 

pembangunan jalan desa. Ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena 

masyarakat sangat menginginkan transparansi. 

Dana desa yang cukup besar telah dialokasikan kepada desa setiap tahun 

oleh pemerintah pusat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang cukup 

untuk memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat (Hidayah & Sayidah, 2017; Rumhadi, 2017). Dana desa dianggarkan 

sebesar 20,7 triliun pada tahun 2015, 47 triliun pada tahun 2016, 50 triliun 

pada tahun 2017, 60 triliun pada tahun 2018, dan 70 triliun pada tahun 2019. 

Proses pembangunan di wilayah tertinggal masih sangat tidak efektif (Febri & 

Kurrohman, 2014). Ini adalah hasil dari pengelolaan dana desa yang buruk. 

kurangnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa. Akibatnya, sangat 

sulit untuk mengharapkan pekerjaan yang profesional dari pegawai tingkat jalan 

karena kemampuan administratif yang terbatas. 

Pengiriman dana dari pusat ke daerah adalah masalah utama yang sering 

dihadapi pemerintah daerah. Selain itu, pemangku kepentingan lokal tidak dapat 

menyetujui program desa terancam secara keseluruhan (Ruru et al., 2017). Selain 

itu, Desa Paccarammengan di Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, 

menghadapi masalah transparansi pemerintah desa yang rendah. 

Dana desa sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa untuk 

mempercepat kemajuan dan pertumbuhan desa dalam upaya mengatasi 
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berbagai masalah yang ada saat ini. Sangat disarankan untuk membuat pengelolaan 

keuangan desa lebih jelas dan akuntabel agar alokasi dana desa dapat dilakukan 

sesuai dengan harapan pemerintah dan berdampak langsung pada kesejahteraan 

masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk 

menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, tetapi juga 

daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016; Wida et al., 2017). 

Pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan tanggung jawab terkait 

berbagai kegiatan yang akan atau telah dilakukan oleh mereka dengan 

memberikan laporan kepada masyarakat (Michael, 2021). Namun, pelaporan 

mencakup informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan 

politik selain informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah 

desa lebih transparan. 

Tentunya transparansi ini sangat perlu dilakukan dan mendapat perhatian 

serius dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, baik pemerintah 

maupun masyarakat serta LSM yang ada di desa guna mewujudkan kemandirian 

desa dalam mengelola pendapatan desa dan pengeluaran anggaran, lebih menitik 

beratkan pada peran pemerintah desa. Karena jika melihat banyaknya kasus yang 

menjerat banyak pengelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia, termasuk di 

Desa paccarammengan Kecamatam Ujung Loe Kabupaten Bulukumba hampir 

semuanya dilandasi oleh transparansi pengelolaan keuangan di desanya masing-

masing (Deti Kumalasari, 2016:2) 

Pemerintah Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten 

Bulukumba  karena jika mengacu pada konsep transparansi yang diperkenalkan 
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oleh Mustopa Didjaja (2007:261) Transparansi adalah keterbukaan pemerinth 

untuk membuat kebijakan diketahui publik. Transparansi pada akhirnya akan 

menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi 

dengan demikian dapat memberikan informasi regulasi yang terbuka dan jujur 

kepada publik, dengan mempertimbangkan bahwa publik memiliki hak publik 

dan keterbukaan penuh atas akuntabilitas pemerintah, dengan pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. , 

agar pengelolaan keuangan menjadi kegiatan yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat, serta pengelolaan keuangan di provinsi 

dan daerah, perlu peningkatan transparansi untuk menciptakan pemerintah 

mengikuti tata cara pengelolaan keuangan dalam menjalankan tugasnya. tugas. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagaimana ketersediaan dan aksebilitas dokumen dalam transparansi 

pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi dalam transparansi 

pengelolaan dana desa dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam 

pembuatan jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana Keterbukaan Proses dalam transparansi pengelolaan dana desa 

dalam pembuatan jalan tani di  Desa Paccarammengan Kecamatan 
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Ujungloe Kabupaten Bulukumba? 

4. Bagaimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam 

transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani di  Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian 

ini adalah : Untuk mengetahui transparasi pengelolaan dana desa dalam  pembuatan 

jalan tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 

D. Manfaat Penelitian 

dapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritas 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan  sebagai sumbangan yang 

bermanfaatdalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal 

pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian  berikutnya. 

 

  



6 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan 

relevan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di 

Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yaitu: 

1. Arista Widiyanti (2017), dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa 

Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten 

Pasuruan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 

tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi 

dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada 

tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannnya. 

Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan 

pembangunan desa. 

2. Abu Yasit (2019), dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan 

Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur 

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan program 

Alokasi Dana Desa di Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi 

Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan 
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akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi 

yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dibiayai oleh 

Alokasi Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana 

sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya jelas 

disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. 

3. Ayu Febrian (2018), dengan judul penelitian “Transparansi dan 

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2016)”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

pengelolaan ADD di Desa Tugu Kecamatan Sendang. Sesuai Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan keuangan desa belum 

melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan 

ADD telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam 

upaya pelaporan sudah menunjukkan prinsip transparansi, namun dalam 

upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami adanya keterlambatan 

karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia. 
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Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

1.  Arista 

Widiyanti, 

2017 

Aksesbilitas Dan 

Transparansi 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa: Studi 

Pada Desa 

Sumberejo dan 

Desa Kandung 

Kecematan 

Winongan 

Kabupaten 

Pasuruan. 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

Hasil penelitian 

berdasarkan 

permendagri 113 tahun  

2014 menunjukkan 

bahwa secara garis besar 

pengelolaan alokasi dana 

desa di Desa Sumberejo 

sudah akuntabel dan 

transparan pada tahapan 

penatausahaan, pelapor 

dan 

pertanggungjawabannya. 

Didukung pula dengan 

masyarakat yang turut 

aktif dalam melakukan 

pembangunan desa.  

2.  Abu Yasit, 

2019 

Akuntabilitas dan 

Trasnparansi 

Alokasi Dana Desa 

(Studi Pada Desa 

Kebundadap Timur 

Kecematan 

Saronggi Kabupaten 

Sumenep).  

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dalam tahap pelaksanaan 

program Alokasi dana 

desa di Kebundadap 

Timur kecematan 

saronggi kabupaten 

sumenep telah 

menerapkan prinsip 

transparansi dan 

akunbilitas. Prinsip 

transparansi terpenuhi 

dengan adanya informasi 

yang jelas mengenai 

jadwal pelaksanaan fisik 

yang dibiayai oleh 

alokasi dana desa. Untuk 

prinsip akunbilitas sudah 

terlaksana sepenuhnya 

karena pertanggung 

jawaban secara fisik dan 

administrasinya jelas di 

sampaikan kepada 

masyarakat secara 

terbuka. 

3. Ayu febriana, 

2018 

Trasnparansi dan 

Akumbilitas 

Metode 

kuliatatif 

Sesuai permendagri 

No.113 tahun 2014 
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Pemerintah Desa 

Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD) (Studi 

Apada Desa Tugu 

Kecematan Sendang 

Kabupaten 

Tulungagung Tahun 

2016).  

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

maka hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pemerintah desa tugu 

dalam pengelolaan 

keuangan desa belum 

melaksanakan prisnsip 

transparansi yang terkait 

dengan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB). 

Namun dalam 

pelaksanaan dan 

penatausahaan 

pengelolaan ADD telah 

melaksanakan prinsip 

transparansi dan 

akumnbilitas. Dalam 

upaya pelaporan sudah 

menunjukkan prinsip 

transparansi, namun 

dalam upaya akunbilitas 

pelaporan masih 

mengalami adanya 

keterlambatan karena 

kurangnya kemampuan 

sumber daya manusia.  
 

B. Teori dan Konsep  

1. Konsep Transparansi 

 Transparansi adalah salah satu prinsip good governance. Dalam 

konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintah 

diharapkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai berbagai 

topik. Semua orang berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah 

untuk menjalankan fungsinya. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan 

cara yang tertib dan disiplin untuk mendukung tata kelola yang baik (good 

governance) dalam penyelenggaraan desa. Prinsip-prinsip tata kelola ini 

termasuk transparansi, akuntabel, dan partisipasi. rencana pengelolaan 



10 

 

 

keuangan desa (PERMENDAGRI No.13 Tahun 2014, Pasal 2). 

 Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan 

keuangan tidak tersembunyi atau rahasia. Menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), 

transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dapat 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil yang dicapai (Krina, 2003:19). Semua uang yang digunakan oleh desa 

dapat dilihat dan dipantau oleh pihak berwenang jika semuanya transparan. 

Pentingnya asas transparansi adalah untuk memastikan bahwa seluruh dana 

desa digunakan untuk memenuhi hak masyarakat dan mencegah konflik 

dalam komunitas desa. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan 

desa akan membantu pemerintah desa mendapatkan legitimasi dan 

kepercayaan publik. Bapenas (dalam Titiek Puji Astutui Journal, Vol. 1, No. 

1, 2016). Prinsip transparansi dapat di ukur melalui: 

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua 

proses perencanaan pelayanan public. 

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai 

kebujakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor 

public. 

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran maupun 

penyimpanan tindakan aparat politik dalam kegiatan melayani. 

 Prinsip transparansi adalah salah satu cara untuk membuat pemerintah 
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bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ini memberi masyarakat 

kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah dibuat oleh 

pemerintah. Dua hal berikut dapat memberikan pemahaman tentang apa yang 

dimaksud dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan: 

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat 

 

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaa penyelenggaraan 

pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi dan 

nepatisme. 

 Seorang pemimpin harus memiliki nilai moral yang tinggi. Ini dapat 

dilihat dari seberapa cerdas, amanah, dan jujur seorang pemimpin. Oleh 

karena itu, keberhasilan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip dan 

nilai transparansi dalam visi dan misi kepemerintahan. Transparansi menjadi 

sangat penting untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam 

menjalankan mandate dari rakyat. Pemerintah harus memberikan informasi 

lengkap tentang tindakan mereka karena mereka memiliki otoritas untuk 

membuat keputusan penting yang berdampak pada semua orang. 

Transparansi menjadi alat penting untuk mencegah korupsi. Jika transparansi 

ada, mereka yang memegang kekuasaan harus bersikap terbuka. 

Transparansi, juga dikenal sebagai keterbukaan, adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dan membangun 

kepercayaan masyarakat melalui penyediaan akses yang memadai untuk 

informasi yang akurat. Keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan 

yang memungkinkan suatu masalah menjadi jelas, mudah dipahami, dan 
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tidak lagi menjadi subjek perdebatan tentang kebenaran. Informasi, termasuk 

informasi keuangan, harus diberikan oleh pemerintah desa kepada pihak-

pihak yang berkepentingan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan, tidak rahasia, dan terbuka 

bagi publik. Transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperiksa secara menyeluruh. karena transparansi 

menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berfungsi. Transparansi adalah 

komponen penting dari indikator good governance. Salah satu prinsip yang 

harus ada dalam transparansi adalah bahwa semua orang harus dapat 

mengetahui informasi tentang berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan. 

Setiap lembaga publik yang bertanggung jawab atas kepentingan publik 

membutuhkan transparansi, yang dimaksudkan untuk mengawasi setiap 

keputusan yang dibuat. Informasi terbuka dapat membantu masyarakat dan 

pemerintah memilih cara anggaran digunakan. Transparansi sangat penting 

untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah. 

Menurut Adisasmita (2011:39), transparansi adalah keterbukaan 

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi, yaitu masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk 

memberikan informasi tambahan yang akan digunakan untuk mengambil 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

melalui informasi akuntansi, salah satunya berupa laporan keuangan. 

Lalolo (2003:13) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip 
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menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh 

informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal ini, 

pemerintah daerah harus proaktif menyampaikan informasi lengkap tentang 

kebijakan dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. 

"Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses 

penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan 

anggaran daerah, sehingga masyrakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui 

proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi, dan 

upaya pemecahan masalah yang mereka hadap untuk memenuhi 

kebutuhannya", Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29). 

a. Indikator transparansi 

 

Kristianten (2006:73) mengatakan bahwa transparansi dapat diukur 

dengan  beberapa indikator seperti: 

1) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen: Salah satu cara untuk 

meningkatkan transparansi dan mencegah kecurangan atau 

penyalahgunaan DD adalah memastikan bahwa dokumen pemerintah desa 

dapat diakses oleh masyarakat, baik dalam bentuk dokumen tertulis 

maupun gambar. “Transparansi pemerintahan adalah ketersediaan 

informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan aktor 

eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi 
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publik/pemerintah,” Florini (2017:9). Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan dan 

pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat 

dalam bentuk dokumen atau laporan mengenai dana yang digunakan 

untuk mendanai program atau kegiatan yang telah disepakati bersama. 

"Transparansi adalah derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar 

(outsider) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses 

pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat", 

Grimmelikhuijsen (2017: 9). 

2) Kejelasan dan kelengkapan informasi: Informasi adalah sumber daya 

pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status 

sosialnya. Informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat, dan 

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh 

tentang keterbukaan pemerintah desa. Sangat penting bagi masyarakat 

untuk mengetahui, terlibat, dan diberikan informasi yang jelas dan akurat 

tentang siapa, kapan, dan di mana program dijalankan, serta jumlah waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Selain itu, masyarakat 

memantau pemerintah desa untuk mengetahui bagaimana program 

pemeritah desa dijalankan. Program pelaksanaan kegiatan harus 

menjelaskan kapan kegiatan atau program dilaksanakan. Adanya orang 

yang bertanggung jawab atas setiap program berarti ada informasi yang 

jelas dan detail tentang di mana program atau kegiatan akan dilakukan. 
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Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan keuangan desa dapat memungkinkan masyarakat 

untuk bekerja dan berusaha. Pemerintah desa harus memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang proyek pembangunan dengan 

memasang pengumuman di papan informasi yang menunjukkan jadwal 

kegiatan fisik dan non-fisik. Pembangunan desa harus dilakukan sesuai 

dengan proses perencanaan yang disepakati oleh masyarakat. Selain itu, 

masyarakat dan aparat pemerintahan memiliki hak untuk mengetahui dan 

mengawasi proses pembangunan desa. 

3) Keterbukaan Proses :Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa badan 

publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang 

akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan atau transparansi 

adalah kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan jujur 

tentang bagaimana pengelolaan APBD dijalankan. Menurut Sansudin 

(2007:58) Keterbukaan adalah salah satu ciri pemerintahan yang baik. 

Karena revolusi informasi, karakter ini cocok dengan semangat zaman 

yang serba terbuka. Keterbukaan ini mencakup semua aspek tindakan 

yang berkaitan dengan kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan 

keputusan tentang penggunaan dana publik hingga proses evaluasi. 

Musyawarah desa melibatkan masyarakat melalui beberapa tahapan. 
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Tahap pertama adalah musyawarah di tingkat dusun, di mana aspirasi 

RT/RW dari masing-masing dusun diterima, yang dipimpin oleh kepala 

dusun masing- masing. Hasil dari penerimaan aspirasi masyarakat di 

tingkat dusun disusun dalam bentuk usulan yang akan diajukan dan 

dibawa ke tingkat musyawarah desa. Selanjutnya, pada tingkat desa, 

musyawarah tentang hasil aspirasi pembangunan dari masing-masing 

dusun dalam musyawarah desa, termasuk usulan pembangunan masing-

masing dusun, mengembangkan skala prioritas kegiatan pembangunan, 

dan mengkompilasi usulan dalam format Rancangan Anggaran 

Pendapatandan Belanja Desa (RAPBDes) dan mengajukan RAPBDes 

untuk dibahas ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain terlibat 

dalam musyawarah, masyarakat dimudahkan mengakses informasi 

tentang perencanaan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan 

oleh pemerintah desa. Informasi yang terbuka juga akan membuat 

masyarakat lebih mudah mengetahui informasi yang jelas dan akurat. 

Selain itu, informasi tentang pengelolaan ADD akan membuat masyarakat 

tidak percaya pada pemerintah desa. Pada proses perencanaan, 

perencanaan desa dibuat dalam bentuk rencana strategis sebagai rencana 

jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), 

dan sebagai rencana pembangunan tahunan, yang dimasukkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perencanaan desa dilakukan 

secara partisipatif dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat desa. Untuk memfasilitasi proses perencanaan desa yang 
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berpartisipasi, Musyawarah Perencanaan Pembagunan Desa 

(Musrenbangdes), Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa (LPMD), 

Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun (Kadus), kelompok tani, kelompok 

perempuan, kelompok keagamaan, dan kelompok lainnya berfungsi 

sebagai arena yang nyata. Partisipasi pembangunan di dalam desa 

membutuhkan sistem pengambilan kebijakan demokratis. 

4) Struktur Regulasi yang Menjamin Transparansi: Sebagai kepala desa yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus 

mampu mengelola dana yang diberikan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan 

program kegiatan atau yang akan dilaksanakan. Ini dilakukan melalui 

APBD, yang merupakan dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan 

desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Menurut kristianten 

(2006:31) Dalam tata pemerintahan, transparansi akan bermanfaat. Ini 

akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga 

kontrol masyarakat terhadap mereka akan berfungsi dengan baik. Menurut 

Rahum (2015:1628), "Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa 

berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban 

pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa 

dan BPD, kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa dan disertai dengan 

keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung- jawaban kepala 

desa." Musyawarah desa, yang dihadiri oleh pemerintah desa dan unsur-
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unsur masyarakat lainnya, adalah tempat untuk membahas masalah 

pembangunan desa, baik fisik maupun non-fisik, dan tempat kepala desa 

bertanggung jawab kepada masyarakat. Jika laporan pertanggungjawaban 

tersedia di papan informasi desa atau di website resmi pemerintah desa, 

ini adalah salah satu cara untuk menyebarkannya. Ada asas partisipatif 

dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan keuangan desa oleh 

pemerintah desa harus memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif. 

b. Prinsip-prinsip transparansi 

 

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berkaitan 

dengan keuangan; transparansi pemerintah dalam perencanaan juga mencakup 

lima (lima) hal berikut: 

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana Masyarakat ikut 

memberikan pendapatnya. 

2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang 

perlu diketahui oleh Masyarakat. 

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur 

Menyusun rencana 

4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku 

tanah dll.) 

5. Keterbukaan menerima peran serta Masyarakat. 

 

Menurut Kristianten (2006:52), transparansi anggaran adalah akses ke 

informasi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Hak masyarakat 
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terkait anggaran meliputi: 

1. Hak untuk mengetahui 

 

2. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik 

 

3. Hak untuk mengemukakan pendapat hak untuk memperoleh dokumen 

public 

4. Hak untuk diberi informasi 

 

Menurut Forum Humanitarian Indonesia (HFI), ada enam prinsip 

transparansi, yaitu : 

1. Ada informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses tentang dana, 

prosedur pelaksanaan, bantuan, dan program. 

2. Ada banyak informasi tentang proses kegiatan dan detail keuangan. 

 

3. Adanya laporan berkala tentang bagaimana sumber daya 

digunakan selama proses pengembangan proyek tersedia untuk umum. 

4. Laporan tahunan 

 

5. Website atau medis publikasi organisasi 

 

6. Pedoman dalam penyebaran informasi 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip transparansi yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: informasi yang terbuka dan dapat 

dipahami oleh masyarakat, kejelasan dan detail tentang keuangan desa, dan 

laporan berkala tentang pengelolaan keuangan desa. Konsep transparansi 

dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan hubungan positif antara 

pemerintah desa dan masyarakat. 
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2.  Konsep Pengelolaan keuangan Desa 

 

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua 

kegiatan yang termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan penanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas 

pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah 

desa dalam kepemilikan aset yang terpisah. 

Hanif Nurcholis (2011:83) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan 

desa adalah semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

desa, termasuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sebagai kepala pemerintahan desa, 

kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan bertindak 

sebagai perwakilan pemerintahan desa dalam kepemilikan aset yang terpisah.  

1.  Perencanaan 

 

Perencanaan pembangunan desa dimasukkan ke dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan disusun secara 

partisipatif, melibatkan semua unsur masyarakat, seperti ketua RT/RW, 

pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi 

perempuan, LSM, dan lain-lain, menurut Hanif Nurcholis (2011:107).Strategi 

pembangunan desa terdiri dari: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah 

dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang mencakup 

kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan umum, program, 
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dan program perangkat desa, serta program prioritas kewilayahan. 

RPJMDes juga menyertakan rencana kerja. 

b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) adalah dokumen 

perencanaan yang berdurasi satu tahun dan merupakan penjabaran 

RPJMDes. RPJMDes memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan 

mempertimbangkan program prioritas pembangunan desa, kerangka 

pendanaan yang dimutakhirkan, rencana kerja dan pendanaan, serta 

prakiraan maju. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, RPJMDes 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Kepala desa membuat 

rancangan pembangunan desa di forum Musrenbangdes. Forum 

Musrenbangdes adalah tempat rencana pembangunan desa disusun 

hingga menjadi Rencana Pembnagunan Desa. Peserta forum terdiri dari: 

1. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM-desa) membantu 

pemerintah desa dalam Menyusun RPJMDes dan RKPDes 

2. Tokoh Masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber 

 

3. Rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan lain-lain sebagai 

anggota 

4. Warga masyarakat sebagai anggota 

 

Peraturan Desa untuk RPJMDes dan RPPDes ditetapkan dalam 

peraturan kepala desa untuk RPJMDes, yang dilaporkan kepada bupati-

walikota melalui camat paling lambat satu bulan sejak diterapkan. Bis 

dilaksanakan oleh kepala desa setelah dinyatakan resmi oleh RPJDes dan 

RKPDes oleh bupati/walikota. Perencanaan pembangunan desa dibuat oleh 
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pemerintah desa sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 

Perencanaan pembangunan desa termasuk Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa), yang diatur dalam Peraturan Desa. RPJM Desa, atau Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, berlangsung selama enam tahun, sedangkan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, atau RKP Desa, berlangsung selama satu tahun. 

a. Untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa), pemerintah desa harus menyelenggarakan Musrenbangdes 

(Musrenbangdes) secara terbuka. Pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, dan anggota masyarakat desa yang terdiri dari 

tokoh adat, agama, masyarakat, dan/atau pendidikan mengikuti 

Musrenbangdes. RPJM Desa harus dibuat dalam waktu 3 (tiga) bulan 

dari tanggal pelantikan kepala desa. 

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dibuat oleh pemerintah 

desa berdasarkan informasi dari pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, dan rencana kegiatan pemerintah. RKP Desa dimulai 

pada bulan Juli tahun berjalan dan harus selesai paling lambat pada bulan 

September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa yang paling 

sederhana terdiri dari uraian berikut: 

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya 

 

2. Program, kegiatan, dan anggaran yang diprioritaskan oleh desa 

 

3. Program, kegiatan, dan anggaran desa diprioritaskan melalui kerja 

sama antar-desa dan pihak ketiga 



23 

 

 

4. Program, kegiatan, dan anggaran desa diawasi oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; 

5. penyelenggara kegiatan desa, yang terdiri dari anggota perangkat 

desa dan/atau masyarakat desa. 

Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah 

divalidasi oleh tim verifikasi, disertakan dengan rancangan RKP 

Desa. Selanjutnya, Musrenbangdes diadakan oleh kepala desa untuk 

membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. RPJM Desa 

memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Permendagri Nomor 114 Tahun 2 mengatur tata cara penyusunan 

RPJM Desa dan RPJM Desa untuk memastikan keselarasan. 

2.  Pelaksanaan 

 

Menurut PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, implementasi adalah tahap kedua setelah 

perencanaan. Kegiatan dan penggunaan anggaran harus 

dipertanggungjawabkan. Kepala desa bertanggung jawab dan melaporkan 

pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat dan jajaran 

pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan sesuai 

dengan prinsip akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif 

berarti bahwa setiap langkah dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban harus melibatkan 
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masyarakat, pemangku kepentingan desa, dan masyarakat umum, terutama 

kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke program atau kegiatan 

pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa, keterbukaan 

informasi sangat penting untuk menghindari konflik dan tuduhan 

masyarakat. 

3.  Penatausahaan 

 

Persyaratan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan 

keuangan desa tahun 2015 menetapkan bahwa penatausahaan keuangan desa 

adalah tanggung jawab utama bendahara desa. Bendahara desa harus 

mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, termasuk penerimaan dan 

pengeluaran, dan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis. 

Penatausahaan desa sederhana, tanpa jurnal akuntansi. Bendahara desa 

menggunakan tata kelola untuk penerimaan dan pengeluaran kas 

menggunakan: 

1. Buku kas Umum 

2. Buku kas pembantu pajak 

3. Buku bank 

  Untuk uang tunai, Bendahara Desa mencatat semua penerimaan 

dan pengeluaran dalam buku kas umum. Untuk uang yang berasal dari 

pungutan pajak, Bendahara Desa mencatat pengeluaran sebagai penyetoran 

pajak ke kas negara. Untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku 

pembantu yang mencakup buku rincian pendapatan dan pembiayaan. 

4.   Pelaporan dan pertanggungjawaban 
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Menurut Hanif Nurcholis (2011:88), sekretaris desa bertanggung 

jawab untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes serta ringkasan keputusan 

kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Setelah disampaikan 

kepada kepala desa melalui BPD, rancangan peraturan desa dapat 

ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa 

tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada 

bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir.gubernur melalui camat. Penyampaian harus dilakukan dalam 7 

(tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. 

3. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan 

 

Sebuah definisi yang diberikan oleh Siagian pada tahun 1994 (dalam 

Syamsiah Badruddin, 2009:4) adalah "pembangunan sebagai suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yangberencana dan dilakukan 

secara sadaroleh sutau bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa."Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sarana umum dan prasarana. 

Fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan 

sebagainya biasanya disebut sebagai sarana. 

Mankiw (2003:38) menggambarkan infrastruktur sebagai "wujud 

modal publik (modal publik) yang dibentuk dari investasi pemerintah, 

infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran 
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pembuangan." Didasarkan pada pengertian di atas, pembangunan 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai upaya atau rangkaian tindakan 

pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk 

membangun sarana dan prasarana atau segala sesuatu yang diperlukan untuk 

mendukung proses pembangunan.Infrastruktur yang dibangun juga harus 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah agar masyarakat lebih baik. 

Infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara maju tentu berbeda dengan 

infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara berkembang bahkan yang 

terbelakang. Ini juga berlaku untuk daerah perkotaan dan pedesaan.Salah satu 

faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur. 

Infrastruktur yang memadai sangat penting. Prasarana dan sarana 

fisik, juga dikenal sebagai infrasturktur, adalah komponen penting dari sistem 

pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik sangat penting untuk 

mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan 

sosial.Agar lebih jelas, lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi 

menjadi tiga bagian: 

1. Pembangunan infrastruktur   transportasi   pedesaan   guna   

mendukung peningkatan aksebilitas Masyarakat desa yaitu: jalan, 

jembatan, tambatan perahu. 

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu: 

irigasi pedesaan. 

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan 
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dasar Masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan. 

Dalam penulisan karya tulis ini lebih menfokuskan pada poin pertama 

yaknipembangunan infrastruktur jalan dalam hal ini jalan tani. Jalan 

merupakan penghubungantara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Hal 

ini menyebabkan semua kegiatanyang dilakukan tidak bisa terhindar dari 

jalan, dan akhirnya muncul beberapa teori tentangjalan sebagai berikut: 

Menurut Adji Adisasmita (2011:79), "jalan merupakan prasarana transportasi 

dasar yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah,di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air 

serta di atas permukaan air." 

C. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Paccarammengan untuk 

mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembuatan Jalan 

Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten 

Bulukumba, dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa 

kemisikinan yang tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja namun 

juga dari berbagai aspek yang ada, selain itu pembuatan jalan tani juga 

masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dan 

anggaran 
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Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Pembuatan Jalan Tani di Desa 

Paccarammengan yang 

Transparan 

Bagan Kerangka Pikir 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba 

Kristianten (2006) 

 

1. Ketersediaan dan aksebilitas  

dokumen 

2. Kejelasan dan kelengkapan 

informasi 

3. Keterbukaan proses 

 

4. Kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi 
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D.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba karena dalam segi transparansi pengelolaan dana desa 

belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dan anggaran. 

E.  Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Transparansi Pengelolaan 

Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan 

Ujungloe Kabupaten Bulukumba, adalah: 

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen: Untuk mengukur suatu transparansi 

dapat di lihat dari kesediaan    atau    aksebilitas    dokumen dalam  artian  

bahwa  dokumen  di  kantor Desa   dengan   mudah   diperoleh   oleh 

masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung.  

Kesediaan dan aksebilitas dokumen oleh pemerintah Desa 

Paccarammengan merupakan  juga  salah  satu dari   wujud   transparansi   

yang   dapat mengurangi praktek KKN. 

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi: Ada Beberapa prinsip yang 

dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan 

informasi antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah 

dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai   detail   keuangan 

dana  Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa 

(DD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Paccarammengan 

kepada masyarakat. 
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3. Keterbukaan proses: Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan 

pemerintah dalam memberikan informasi yang  terkait  dengan  aktifitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu 

masyarakat. 

4. Struktur Regulasi yang Menjamin Transparansi: Sebagai kepala desa yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus 

mampu mengelola dana yang diberikan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakasanakan di Desa Paccarammengang 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba kurang kebih 2(dua) bulan. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan berdasarkan 

pertimbangan bahwa lokasi penelitian terdapat pembuatan jalan tani. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan tata cara 

penelitian yang mengahsilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan 

dan melukiskan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan kemudian 

menjelaskannya dengan kata-kata. Tipe penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, Melalui penelitian deskriptif, penulis ingin membuat gambaran 

secara menyuluruh tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Pembuatan Jalan Tani di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

C. Informan penelitian 

 

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan 

jawaban yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa 
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Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan 

langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi 

yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

Table 3. 1 Informan Penelitian 

No 

 

Informan Penelitian Jumlah 

1 

 

Kepala Desa 

 

1 Orang 

2 

 

Seekertaris Desa 

 

1 Orang 

3 

  

Bendahara Desa 

 

1 Orang 

4 

 

Badan Permusyawaratan Desa 

 

1 Orang 

5 Kaur Umum 1 Orang 

6 Kepala Dusun  1 Orang 

7 Masyarakat 4 Orang 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mendapat data sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

 

Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap Transparansi 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembuatan Jalan Tani di Desa 
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Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Pada 

teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan 

antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang 

ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan 

tetap mengawasi keabsahannya. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik pada gejala atau masalah yang nampak di 

objek penelitian. 

2. Wawancara 

Dalam melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan hubungan 

komunikasi atau berhadapan langsung antara pewawancara dan 

terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari wawancara 

tersebut.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah serta buku akurat dalam 

penelitian. Teknik dekumentasi dipergunakan agar memperoleh data 

mengenai hal-hal tentang transparansi pengelolaan dana desa dalam 

penelitian. 

 

E.  Teknis Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang 
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pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola 

dari data;  

2.  Penyajian data (data display), menyajikan data yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya. 

3.  Penarikan kesimpulan (conclusions), dengan mendeskripsikan/ 

menggambarkan (drawing) atau meverifikasi (verifying) data yang akan 

diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan 

penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data 

tersebut. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

 

Teknik pengabsahan data memuat teknik untuk pengabsahan data 

penelitian kualitatif meliputi: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari 

berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen 

lainnya. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari 

sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data 

yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara. 
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3. Triangulasi Waktu 

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang 

dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber 

masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk 

itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi 

yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek penelitian 

1. Sejarah Desa Paccarammengan 

 Menurut kaharuddin salah satu warga desa paccarammengan, pada masa 

kepemimpinan Gallarang Bombong dg Taralla dan gallarang kedua, Ahabay 

Dg Sila , sekitar tahun 1873 dibawah pimpinan Regen Bantaeng kala itu , 

desa palangisang meliputi , Tammatto, Balleanging dan Manyampa, di 

kampung inilah terdapat sebuah sumur yang amat jernih airnya. Selain 

dijadikan sumber mata air penduduk sekitar untuk minum dan mandi, konon 

sumur ini dijadikan sebuah cermin oleh sang penguasa Gallarang Bombong 

Dg Taralla yang merupakan putri dari tanah toa adat kajang yang memimpin 

kala itu. Tak hanya itu mata air tersebut tak pernah kering walaupun musum 

kemarau dan air selalu jernih tak pernah keruh dan kerap kali dijadikan 

cermin oleh putra putri masyarakat adat kajang ketika menuju ke pasar 

kupang di Desa Tugondeng Kec.Herlang kala itu, dimana belum ada wadah 

atau lensa yang disebut cermin untu berhias atau berdandan. Di atas sumur 

tua di tumbuhi pohon besar sejenis beringin dan sekitar sumur tersebut 

terdapat makam tua Gallarang, Hanya saja sumur tua yang menjadi saksi 

sejarah Desa Paccarammengan kini sudah berubah dan tak sejernih dulu lagi. 

Lokasi sumur tersebut berjarak sekitar 300 meter dari perkampungan warga 

di tengah rimbunnya pohon karet serta pohon kelapa hibrida yang menjadi 

ciri khas Desa Paccarammengan.                                       
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 Setelah wilayah Tamatto, Balleanging dan Manyampa dimekarkan 

menjadi sebuah desa dan terakhir kampung galagang kembali di mekarkan 

menjadi desa, Dengan nama Paccarammengan dengan mengambil nama dari 

sumur tua yang dijadikan cermin orang terdahulu, setelah melalui 

perjuangan yang panjang dan kegigihan tokoh masyarakat setempat. 

Berawal dari kegigihan H. Shaefuddin salah satu tokoh yang di segani di 

kampung galagang berhasil mengubah padang ilalang menjadi sebuah 

perkampungan dan ladang kebun jagung bagi masyarakat setempat.

 Menurut H. Shaefuddin yang merupakan salah satu kepala Desa 

Palangisang memilih untuk pindah ke kampung Galagang  dan membuka 

kampung baru. Dimana proses pemerintahan saat itu dititip beratkan 

kepadanya, Pada tahun 1960 pada masa pemerintahan A.Patanrai dimana 

saat itu status gallarang berubah menjadi pemerintah kepala desa dimana 

saat itu dilantik sebanyak 13 desa salah satunya H.Shaefuddin sebagai 

kepala Desa Palangisang. Dibawah kepemimpinan Shaefuddin mulailah 

membangun rumah penduduk di kampung galagang yang kini sudah menjadi 

Desa Paccarammengan. 

Akhirnya pada masa pemerintahan Bupati H. Zainuddin tahun 2011 

kampung galagang resmi menjadi desa dengan nama desa Paccarammengan 

yang terdiri dari 3 dusun yaitu, Galagang, Bara’lohe, dan Boddia yang kini 

di pimpin oleh Asdar sebagai kepala Desa Paccarammengan yang 

merupakan anak pertama H.Shaefuddin. 
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2.  Kondisi Umum Desa Paccarammengan 

a. Letak Geografis Desa 

1) Batas wilayah 

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Paccarammengan 

Sebelah Timur Desa Karassing 

Sebelah Utara Desa Tugondeng 

Sebelah Barat Desa Tamatto 

Sebelah Selatan Desa Balleangimng 

    Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 

2) Luas Wilayah 

 Desa paccarammengan sebagian besar digunakan sebagai lahan 

pertanian, perumahan, dan persawahan. Ada juga sebagian kecil 

digunakaqn sebagai lahan peternakan, namun luas penggunaan lahan 

tidak begitu signifikan. 

Gambar 4. 1 Peta Desa Paccarammengan

 

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 
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3) Keadaan Topografi 

  Secara umum keadaan Topogtafi Desa Paccarammengan 

adalah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun 

bara’lohe, dusun galagang dan Dusun Boddia adalah dataran rendah. 

4) Iklim 

 Iklim Desa Paccarammengan sebagaimana desa-desa lain di 

wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemaray 

dan hujan. 

b. Demografi 

  Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama 

tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil 

desa, jumlah penduduk Desa Paccarammengan adalah 1.796 jiwa dengan 

komposisi tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Demografi Desa Paccarammengan 

N0 Dusun 

 

Jenis Kelamin KK AK Jumlah Jiwa 

G     P L        L 

1. BARA’LOHE 336 323 195 464 659 

2. GALAGANG 378 366 210 534 744 

3. BODDIA 214 179 95 298 393 

 Jumlah 928 868 500 1.296 1.796 

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 
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c. Keadaan Sosial 

   Adanya fasilitas pendidikan yang memadai dan pemahaman 

masyarakat akan pentingnya  pendidikan formal dan nonformal 

berpengaruh terhadap peningkatan jenjang pendidikan. Mereka juga 

mempunyai agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Rincian 

situasi sosial warga desa Paccarammengan disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 3 Keadaan sosial Desa Paccarammengan 

TINGKAT PENDIDIKAN 

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 103 orang 

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK 35 orang 

Jumlah penduduk dan anak yang cacat fisik dan mental 7 orang 

Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat 188 orang 

Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat 25 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat 0 orang 

Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat 87 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat 20 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat 0 orang 

Jumlah penduduk sedang SLTA/Sederajat 43 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 15 orang 

Jumlah penduduk sedang D-1 0 orang 

Jumlah penduduk tamat D-1 0 orang 

Jumlah penduduk sedang D-2 0 orang 

Jumlah penduduk tamat D-2 0 orang 

Jumlah penduduk sedang D-3 0 orangf 

Jumlah penduduk tamat D-3 0 orang 

Jumlah Penduduk Sedang S-1 27 orang 

Jumlah penduduk Tamat S-1 5 orang 

Jumlah Penduduk Sedang S-2 0 orang 

Jumlah penduduk tamat S-2 0 orang 

Jumlah penduduk sedang S-3 0 orang 

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 
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d. Keadaan Ekonomi 

   Kawasan desa Paccarammengan memiliki banyak kemungkinan. 

Kemungkinan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan perekonomian 

dan tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu, lokasinya yang relatif 

dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, 

memberikan peluang peningkatan kualitas hidup di sektor formal dan non-

formal. Tabel berikut berisi data mengenai keadaan perekonomian warga 

Desa Paccarammengan. 

Tabel 4. 4 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Paccarammengan 

No Uraian Jumlah 

A. Kesejahteraan Sosial 

1. Jumlah keluarga prasejahtera 221 Keluarga 

2. Jumlah keluarga Sejahtera 1 193 Keluarga 

3. Jumlah keluarga sejahtera 2 66 keluarga 

4. Jumlah keluarga sejahtera 3 17 Keluarga 

5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 0 keluarga 

6. Total jumlah keluarga  497 Keluarga 

B. Mata Pencaharian 

1. Petani 9 orang 

2. Buruh tani 23 orang 

3. Pemilik usaha tani 281 0rang 

4. Karyawan perusahaan perkebunan 1 orang 

5. Buruh Perkwbunan 5 orang 



42 

 

 

6. Pemilik usaha Perkebunan 100 orang 

7. Pemilik usaha peternakan 283 orang 

8. Karyawan perusahaan swasta 98 orang 

9. Pemilik perusahaan  1 orang 

10. Pegawai negeri sipil  

11. TNI 3 orang 

12. POLRI 2 orang 

13. Guru swasta 2 orang 

14. Wiraswasta lainnya 67 orang 

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 

e. Sarana Prasarana dan Infrastruktur 

  Sebagai desa yang berkembang, di Desa Paccarammengan 

terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti yang tersaji 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana Desa 

No Sarana / Prasarana JMLH Satuan Keterangan 

1. Kantor desa 1 Unit Baik 

2. Mesjid 6 Unit 1 Kurang Baik 

3. Posyandu 3 Unit 1Baik 

4. Puskesdes 1 Unit Kurang Baik 

5. Gedung serba guna 1 Unit Baik 

6. Lapangan 1 Unit Kurang Baik 

7. SD/Sederajat 1 Unit Baik 

8. TK/PAUD 1 Unit Baik 

9. Jalan tani 8 Titik Baik 

10. Mobil sehat 1 Unit Baik 

11. Jalan rabat beton  3 Titik Baik 

Sumber: Kantor Desa Paccarammengan 
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• Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa  

 Wilayah Desa Paccarammengan terbagi menjadi tiga Dusun yaitu, 

Dusun Bara,lohe, Dusun Galagang, dan Dusun Boddia. Setiap dusun di 

pimpoin oleh Kepala dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun 

tersebut. Dimana pusat Desa Paccarammengan terletak di dusun 

Galagang. 

b. Visi dan Misi Kepala Desa Paccarammengan 

1) Visi 

 Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang 

dimiliki Desa Paccarammengan dengan mempertimbangkan 

kesinambungan pembangunannnya, maka Visi Desa Paccarammengan 

adalah sebagai berikut: 

“Mensejahterakan masyarakat Desa Paccarammengan dengan 

membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang agamis dan 

memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan sebaik-baiknya” 

2) Misi 

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi yang memuat suatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar visi desa 

dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat 

dioperasionalkan dan dijabarkan. Sebagaimana penyusunan visi, 

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif 

dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa 
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Paccarammengan, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa 

Paccarammengan adalah: 

a) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dan budaya terhadap 

segenap aspek kehidupan masyarakat. 

b) Mengembangkan desa melalui pemanfaatan potensi dan sumber 

daya desa disemua bidang sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran 

pembangunan desa. 

c) Mendorong terciptanya pemerintah Desa yang transparansi dan 

inovatif.  

c. Struktur Organisasi 

  Struktur organisasi merupakan suatu gambaran mengenai 

hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan cara 

menetapkan hubungan tiap pegawai yang melaksanakan tugasnya, 

sehingga memegang peranan penting pembagian fungsi-fungsi dan 

wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu 

dengan yang lainnya. Adapun Struktur Organisasi  di Kantor Desa 

Paccarammengan. 

1. Kepala Desa 

2. Sekertaris Desa 

3. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan 

4. Kasi Pemerintahan 

5. Kasi Umum dan Perencanaan 
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6. Kasi Keuangan 

7. Staf Kasi Pemerintahan  

8. Staf Kaur Keuangan 

9. Kepala Dusun 

10. BPD 

d. Tugas Pokok Dan Fungsi 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang 

berdasarkan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 3 tahun 2020 Tentang 

struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kantor Desa 

Paccarammengan mwmiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Kepala Desa berkededekan sebagai Kepala pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan 

pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan pemerintah desa, seperti tata pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban , melakukan uoaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan 

kesehatan. 
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c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat , partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna. 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

2) Sekertaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekertariat 

Desa. Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam 

bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana tersebut Sekertaris Desa mempunyai fungsi : 

Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

a) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

b) Pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 

penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga 
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kemasyarakatan desa. 

c) Pelaksanaan urusan perencaqnaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta menyusun laporan. 

3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekertariat desa. 

Kepala urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut, Kepala Urusan mempunyai fungsi : 

a) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi 

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi: tata 

usaha dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, 

penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian 

aset, inventarisasi aset, perjalanan dinas, pelayanan umum, 

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, 

menyusun rencana pemerintah desa, menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam 

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, penyusunan laporan. 

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan 

keuangan seperti : penurusan administrasi keuangan, administrasi 
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sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 

administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala 

Desa, perangkat desa, BPD dan unsur stsf perangkat desa. 

4) Kepala Seksi, Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur 

pelaksanaan teknis. Kepala sekasi bertugas membantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud tersebut Kepala Seksi mempunyai fungsi :  

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsu : pelaksanaan 

manajemen tata pemerintahan, pelaksanaan fasilitasi 

penyusunan rencana regulasi desa, pembinaan masalah 

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan 

upaya perlindungan masyarakat, pengelolaan administrasi 

kependudukan dan pengelolaan Profil Desa. 

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi : pelaksanaan 

pembangunan rasana prasarana perdesaan, pelaksanaan 

pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan 

sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga, dan karang taruna. 

c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsu : pelaksanaan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya 

masyarakat, pelayanan keagamaan dan pelayanan administrasi. 
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5) Kepala Dusun, Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan 

tugas kewilayahan. Kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa 

dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun setempat. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana di maksud tersebut, Kepala 

dusun mempunyai fungsi : 

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan 

dam pengelolaan wilayah. 

b) Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

c) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya. 

d) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

B. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini menjelaskan tentang transparansi pengelolaan dana desa 

dalam pembuatan jalan tani di desa paccarammengan kecamatan ujung loe 

kabupaten bulukumba dengan tujuan mengukur transparansi, yang mengacu 

pada beberapa alat ukur transparansi yaitu, ketersediaan dan aksebilitas 

dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan 

kerangka regulasi yang menjamin transparansi Kristianten (2006:73). 
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 Ke empat alat ukur transparansi tersebut di jadikan dasar dalam penelitian 

di kantor desa paccarammengan. Berikut dipaparkan rinci hasilpenelitian 

yang telah dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan, 

berikut hasil penelitiannya. 

 

1. Ketersediaan dan Aksebilitas Dokumen  

 Indikator pertama, yang dapat diukur dengan menggunakan ketersediaan 

dan aksesibilitas dokumen, dimaksudkan untuk mencegah kecurangan dan 

penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Selain itu, 

diharapkan masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang kegiatan 

pembangunan desa yang dijalankan pemerintah desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di kantor Desa 

Paccarammengan terkait ketersediaan dan aksebilitas dokumen adalah 

sebagai berikut: 

“Pemerintah desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku 

yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBdes 

setiap tahunnya, dan buku tersebut telah di tuangkan ke dalam baliho 

untuk dipasang di desa supaya Masyarakat mengetahui kemana 

anggaran itu di habiskan.”  (hasil wawancara dengan ADR. Senin 

12/06/2023) 

 

 Dari hasi wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Baliho 

Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) Tahun 2023 Desa Paccarammengan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat desa tentang cara pengelolaan anggaran dilakukan, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas jumlah dana 
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yang masuk dan direalisasikan. 

Gambar 4. 2 Baliho Laporan Realisasi APBDesa

 

 Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa terkait 

implemrntasi kererbukaan anggaran menjelaskan bahwa: 

“Pemerintah desa dalam implementasi keterbukaan anggaran dalam 

dokumen terperinci dipertanggungjawabkan lewat musyawarah desa. 

Selain itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan program secara 

terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan 

sampai pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan lewat musyawarah 

desa. Masyarakat desa berhak untuk mengetahui informasi pelaporan 

terkait anggaran tetapi ada informasi yang dikecualikan sesuai 

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi public.” (Hasil wawancara NS. Senin 12/6/2023) 

 

  Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa 

dalam inplementasi keterbukaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam 

musyawarah desa, kemudian dalam melaksanakan program pemerintah desa 

selalu terbuka karena Masyarakat berhak mengetahui informasi pelaporan 
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terkait anggaran.  

  Dalam wawancara kepada Kaur Umum Desa Paccarammengan terkait 

akses dokumen sebagai berikut: 

“Masyarakat dapat mengakses dokumen tersebut dengan cara datang 

lansung ke kantor desa atau rumah bendahara desa pada jam kerja, 

kemudian bisa juga menghubungi langsung sekertaris desa atau 

bendahara desa melalui telefon atau whatshapp dan Masyarakat juga 

bisa mengajukan informasi secara tertulis kepada kepala desa.” (Hasil 

wawancara dengan HS. Senin 12/06/2023) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Masyarakat 

dapat dengan mudah mengakses dokumen karena selain kantor desa 

Masyarakat juga bisa datang lansung ke rumah bendahara desa atau ke 

rumah sekertaris desa. 

 Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait akses dokumen jalan 

tani sebagai berikut: 

“Untuk mendapatkan dokumen terkait jalan tani itu sangat mudah 

karena Masyarakat bisa datang lansung ke kantor desa dan 

komunikasi lansung dengan kepala desa tentang dokumen apa yang 

Masyarakat butuhkan, kemudian Masyarakat juga bisa datang ke 

rumah bendahara desa atau sekertaris desa.” (Hasil wawancara 

dengan MD. Senin 12/06/2023). 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Masyarakat dapat 

dengan mudah mendapatkan dokumen jalan tani karena ada Beberapa opsi 

yang bisa di datangi seperti kantor desa, rumah bendahara desa dan rumah 

sekertaris desa. 
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2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi 

 Untuk mengukur indikator yang kedua, pemerintah desa harus 

memastikan bahwa informasi yang mereka berikan jelas dan lengkap, karena 

sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

Dana Desa dijalankan. Untuk melakukan ini, pemerintah desa harus 

melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa. 

 Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

government), kejelasan dan kelengkapan informasi harus diberikan dengan 

baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu ini.  

Dengan melakukan pengawasan terhadap pelakasanaan pembangunan desa, 

pemerintah desa Paccarammengan kemudian dapat memberikan informasi 

yang jelas tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, kejelasan dan 

kelengkapan informasi setidaknya mengurangi kemungkinan para pengelola 

anggaran melakukan tindakan korup. 

 Adapun hasil wawancara dengan Ketua BPD terkait kelengkapan 

informasi menjelaskan bahwa: 

“Informasi yang diberikan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan penggunaan dana desa untuk pembuatan jalan tani 

sudah cukup lengkap, informasi tersebut mencakup sumber dana 

desa, jumlah danadesa, rincian penggunaan dana desa, nama-nama 

pelaksana, progress Pembangunan jalan tani, dan hasil Pembangunan 

jalan tani.” (Hasil wawancara dengan BM. Senin 12/06/2023) 

 

 Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa dalam 

pembuatan jalan tani Masyarakat selalu mendapat informasi yang cukup 
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lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. 

 Adapun Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bara’lohe sekaligus 

Ketua Tim Pelaksana terkait Volume dan Anggaran yang digunakan dalam 

pembuatan jalan tani. 

“Dalam pembuatan jalan tani dana yang digunakan yaitu DD sebesar 

370.205.000 dengan dua titik perintisan dan perkerasan jalan tani. 

Titik pertama volume 1000x3x0.18 dengan anggaran sebesar 

185.102.500, dan Titik kedua Volume 1000x3x0.18 dengan 

anggaran sebesar 185.102.500.” (Hasil wawancara dengan NI. Senin 

12/06/2023) 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang 

digunakan dalam pembuatan jalan tani bersumber dari Dana Desa, kemudian 

volume jalan tani 1000x3x0.18.  

 Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dusun Bara’lohe terkait 

kejelasan informasi Pengelolaan dana desa dalam pembuatan jalan tani 

menjelaskan bahwa: 

“Secara umum, informasi yang diberikan desa kepada Masyarakat 

tentang  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana 

desa untuk pembuatan jalan tani cukup jelas, yang selalu 

disampaikan dalam musyawarah desa dan laporan tertulis.” (Hasil 

wawancara dengan ML.  Senin 12/06/2023) 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa informasi terkait 

penggunaan anggaran disampaikan kepada Masyarakat saat musyawarah dan 

juga berupa laporan tertulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan. 
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 Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait informasi pembuatan 

jalan tani sebagai berikut: 

“Dalam rencana pembuatan jalan tani di sampaikan kepada 

masyarakat dalam musyawarah desa tentang kapan dan Lokasi 

pembuatan jalan tani kemudian rincian anggaran dan volume jalan 

tani di sampaikan melalui papan informasi dan baliho yang dipasang 

di Lokasi pembuatan jalan tani.” (Hasil wawancara dengan ND. 

Senin 12/06/2023) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa informasi terkait 

rencana pembuatan jalan tani bisa sampai ke seluruh Masyarakat desa katena 

informasi disampaikan dalam musyawarah desa kemudian masyarakat juga 

dapat melihat informasi pembuatan jalan tani pada baliho yang dipasang 

pada Lokasi pembuatan jalan tani. 

 Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat kepuasan 

masyarakat mengatakan kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa: 

“Sebagian besar Masyarakat merasa puas dengan kelengkapan 

informasi  yang diberikan desa. Namun, masih ada Beberapa 

Masyarakat yang  menginginkan informasi yang lebih detail tentang 

penggunaan dana desa,  seperti spesifikasi material yang digunakan 

dan nama-nama toko yang menyuplai material” (Hasil wawancara 

dengan TB. Selasa 13/06/2023) 

 

 Dari hasil wawncara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam 

pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari 

APBDes, Pemerintah Desa selalu aktif dalam menyampaikan informasi 

kepada Masyarakat dengan jelas dan terjalin kedekatan antara kepala desa 

dan Masyarakat sehingga pemerintah desa mendapat kepercayaan dari 

Masyarakat, hal ini di lakukan agar penggunaan dan pengelolaan anggaran 
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bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan 

kepentingan rill dari Masyarakat. 

3. Keterbukaan Proses 

 Kristianten (2006:45) menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah 

menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola 

sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang 

membutuhkannya. Selanjutnya, Kristianten (2006:31) menyatakan bahwa 

transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat 

para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol 

masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

 Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Paccarammengan 

terkait proses pelaksanaan program pembuatan jalan tani di desa 

Paccarammengan sebagai berikut: 

“Proses pelaksanaan program pembuatan jalan tani di Desa 

Paccarammengan mengikuti beberpa tahapan yang telah di tetapkan 

antara lain: Pertama pelelangan proyek, dilakukan secara terbuka dan 

transparan untuk memilih penyedia jasa yang memenuhu syarat. 

Kedua penandatanganan kontrak, dilakukan antara pemerintah desa 

dan penyedia  jasa dengan memuat spesifikasi pekerjaan, waktu 

pelaksanaan dan  anggaran biaya. Ketiga Pelaksanaan pekerjaan, 

dilakukan dengan  pengawasan dari tim pelaksana kegiatan dan 

Masyarakat. Keempat Monitoring dan evaluasi, dilakukan secara 

berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana 

dan anggaran.” (Hasil wawancara dengan ADR. Senin 12/06/2023) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa Pemerintah desa 

dalam penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam DURK (daftar 

usulan rencana kegiatan) dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur. 
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 Adapun hasil wawancara dengan Ketua TPK terkait lama pengerjaan 

jalan tani sebagai berikut: 

“Dalam pembuatan jalan tani waktu yang dibutuhkan kurang lebih 

delapan minggu dengan tiga titik perintisan dan perkerasan jalan tani, 

titik  pertama dengan volume 1000x3x0.18 lama pengerjaan tiga 

minggu dan menggunakan bulldozer saat perintisan dan 15 orang 

pekerja saat perkerasan. Titik kedua dengan volume 1000x3x0.18 lama 

pengerjaan tiga minggu menggunakan Bulldozer saat perintisaan dan 

15 orang pekerja saat perkerasan. Titik ketiga dengan volume 

600x3x0.18 lama pengerjaan dua minggu menggunakan Bulldozer saat 

perintisan dan 12 orang pekerja saat perkerasan.” (Hasil wawancara 

dengan NI. Senin 12/06/2023) 

 

 Adapun hasil wawancara dengan Masyarakat terkait Tingkat kepuasan 

mereka pada keterlibatan dalam proses pelaksanaan pembuatan jalan tani 

yaitu sebagai berikut: 

“Sebagian besar Masyarakat puas dengan keterlibatan mereka dalam 

proses pelaksanaan, Masyarakat merasa bahwa mereka dapat terlibat 

aktif dalam pelaksanaan program dan ikut mengawasi jalannya 

pekerjaan.” (Hasil wawancara dengan BR. Selasa 13/06/2023) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

Perencanaan pembangunan Desa Paccarammengan dilakukan melalui 

musrenbang, dan seluruh warga diberi kesempatan untuk berpartisipasi. 

Dalam jangka panjang, keberhasilan pemerintah Desa Paccarammengan 

bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan ini juga 

memerlukan ketertarikan, partisipasi, dan dukungan masyarakat. Agar 

pembangunan berjalan sesuai harapan, masyarakat harus terlibat dalam 

menjalankan aktivitas pembangunan. Untuk memungkinkan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, strategi untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kepentingan yang diterapkan harus diterapkan. 
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 Demokrasi yang sehat bergantung pada masyarakat termasuk masyarakat 

yang memiliki akses ke informasi yang baik dan dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pemerintah desa. Peran masyarakat langsung dalam 

perencanaan pembangunan sangat penting dan harus diperkuat dan 

ditingkatkan secara konsisten.  

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur pengelolaan Dana 

Desa dan menjamin transparansi. Pemerintah desa juga harus membuat 

laporan rincian anggaran dan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan. Indikator keempat dapat diukur dengan 

menggunakan kerangka regulasi yang jelas. Kemudian, selain peraturan dan 

tanggung jawab, pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian 

anggaran dan dokumen pendukung untuk setiap kegiatan pembangunan yang 

dilakukan, dengan keinginan masyarakat disertakan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait kerangka 

regulasi tang menjamin trasparansi mengatakan bahwa: 

“Ada Beberapa kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam 

pengelolaan dana desa untuk pembuatan jalan tani: (1) Undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengatur tentang kewenangan 

desa dalam mengelola dana desa, termasuk untuk Pembangunan 

infrastruktur seperti jalan tani. (2) Peraturan Menteri desa, Pembanguan 

daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara 

pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang 

mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Peraturan desa tentang pengelolaan 

dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara 

khusus tentang pengelolaan dana desa.” (Hasil wawncara dengan ADR. 

Senin 12/06/2023) 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga kerangka 
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regulasi yang digunakan dalam mengatur pengelolaan anggaran yaitu 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri desa, Pembangunan 

daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan 

desa tentang pengelolaan dana desa yang dibuat masing-masing desa. 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait peraturan bupati tentang 

petunjuk teknis pengelolan dana desa sebagai berikut: 

“Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa paccarammengan 

menggunakan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan Bupati ini mengatur tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 

merupakan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kewenangan 

desa yang dibiayai Dana Desa.” (Hasil wawancara dengan ADR. 

Senin. 12/06/2023)  

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Paccarammengan menggunakan 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 sebagai petunjuk teknis dalam 

pengelolaan dana desa. 

 Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa terkait mekanisme 

transparansi yang di atur dalam kerangka regulasi sebagai berikut: 

“Mekanisme transparansi yang di atur dalam kerangka regulasi tersebut 

antara lain: (1) Musyawarah desa (Musdes) yang digunakan untuk 

membahas dan menyepakati rencana Pembangunan desa, termasuk 

jalan tani. (2) Pengumuman public, yang dilakukan oleh pemerintah 

desa untuk menginformasikan kepada Masyarakat tentang penggunaan 

dana desa. (3) Laporan keuangan, yang dibuat oleh pemerintah desa 

secara berkala untuk melaporkan penggunaan dana desa. (4) Monitoring 

dan evaluasi, yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Masyarakat 

desa untuk memantau pelaksanaan Pembangunan jalan tani dan 

memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.” 

(Hasil wawancara  dengan NI. Senin 12/06/2023) 
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 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa 

Paccarammengan telah menerapakan keempat indikator transparansi dan 

melakukan tranparansi dengan melibatkan masyarakat secara luas sejak 

proses perencanaan pembangunan hingga penerimaan dan penyerahan hasil 

pembangunan. Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan 

musyawarah bersama dengan masyarakat dan orang-orang penting untuk 

membahas proyek pembangunan yang akan dilakukan dengan anggaran yang 

telah dicairkan oleh pemerintah, baik dari APBN maupun APBDes. 

 Pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi dalam 

pengelolaan Dana Desa dengan partisipasi Perangkat Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, Tokoh-tokoh Desa, dan 

perwakilan dari setiap seksi atau bidang, seperti Ibu PKK, Karang Taruna, 

dan sebagainya. Masyarakat Desa harus dilibatkan dalam setiap musyawarah 

atau pengambilan keputusan, sehingga mereka tahu bagaimana Anggaran 

Dana Desa (ADD) digunakan untuk program apa. Ini memungkinkan 

masyarakat Desa mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan 

mencegah penyalahgunaan wewenang.  

 Dana Desa harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan 

meningkatkan keyakinan publik terhadap pemerintah.  

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus melihat Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMK) sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja. 

Akibatnya, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, 

sehingga Adanya musyawarah perencanaan pembangunan dan partisipasi dari 
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masyarakat Desa dapat membuat proses pembangunan menjadi transparan 

dan berjalan secara efisien. Setelah pembangunan selesai, pemerintah harus 

dapat memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait.  

 Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa Walaupun 

transparansi belum sepenuhnya diterapkan, informan Pemerintah Desa 

Paccarammengan telah melakukan 75%. Masyarakat telah dilibatkan dalam 

musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan Desa hingga penyerahan 

hasil pembangunan.  

 Pemerintah Desa Paccarammengan berusaha memberikan masyarakat 

Desa informasi yang jelas tentang Informasi penyelenggaraan pemerintahan, 

mulai dari perencanaan hingga hasil, masih diberikan secara manual. 

Informasi diberikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan baliho 

yang memberikan penjelasan rinci. Namun, Desa Paccarammengan tidak 

menggunakan teknologi saat ini, seperti tidak memiliki situs web yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat di luar Desa 

Paccarammengan, serta masyarakat yang ingin tahu tentang pengelolaan dan 

operasi pemerintah Desa Paccarammengan.  

C. Pembahasan 

1. Ketersediaan dan Aksebilitas Dokumen 

 Menurut Kristianten (2006), indikator ini dapat digunakan untuk 

mengukur transparansi dengan melihat seberapa mudah dokumen dapat 

diperoleh oleh masyarakat yang berkunjung atau mengurus sesuatu. Salah 
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satu bentuk transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN adalah 

kesediaan dan aksesibilitas dokumen pemerintah desa. Saat ini, masyarakat 

mengalami krisis kepercayaan karena janji palsu yang diberikan pemerintah. 

Namun, melalui indikator ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah desa.  

 Ketersediaan dan aksebilitas dikumen merupakan aspek krusial dalam 

pengelolaan Dana desa (DD) yang efektif dan transparan. Hal ini bertujuan 

untuk memastukan bahwa dana tersebut digunakan secara tanggung jawab 

dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

 Ketersediaan dokumen dalam konteks pengelolaan dana desa berarti 

bahwa semua dokumen terkait perencanaan, perencanaan, dan pelaporan 

penggunaan DD harus mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, 

termasuk Masyarakat desa. Dokumen-dokumen ini meliputi: 

a. Rencana Kerja Desa (RKP Desa): Dokumen yang memuat visi, misi, 

tujuan, strategi, dan program Pembangunan desa yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun anggaran. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: Dokumen yang memuat 

perkiraan pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggran. 

c. Laporan Realisasi Anggaran: Dokumen yang memuat realisasi 

pendapatan dan belanja desa selama periode tertentu. 

d. Dokumentasi Kegiatan: Bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilakukan, seperti foto, video, atau laporan kemajuan. 

 Untuk menjaga akuntabilitas dokumen dalam pengelolaan Dana Desa, 
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setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan DD harus bertanggung jawab 

atas apa yang mereka buat, simpan, dan gunakan. Ini dapat dicapai dengan 

menggunakan: 

a. Membuat peraturan untuk mengelola dokumen: Peraturan harus 

mengatur pembuatan, penyimpanan, akses, dan pemusnahan dokumen. 

b. Menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas dokumen: setiap 

jenis dokumen harus memiliki orang yang bertanggung jawab untuk 

menjaga semua dokumen tersebut. 

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi: Pengelolaan dokumen harus 

diperiksa dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa 

mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

 Dalam Pengelolaan dana desa ada beberepa manfaatketerbukaan dan 

akuntabilitas dokumen yaitu: 

a. Meningkatkan transparansi: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, 

pengelola Dana Desa dapat menjadi lebih transparan dengan 

masyarakat desa melihat bagaimana dana tersebut digunakan. 

b. Meningkatkan akuntabilitas: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, 

pengelola Dana Desa lebih dapat dipercaya dengan memastikan 

bahwa mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. 

c. Mencegah penyalahgunaan dana: Dengan membuat lebih sulit bagi 

pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau 

menyalahgunakan kekuasaan mereka, dokumen yang tersedia dan 

dapat dipercaya dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. 
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d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Menunjukkan bahwa dana 

desa dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa jika dokumen tersedia dan 

akuntabel. 

 Adapun tantangan dalam implementasi ketersediaan dan aksebilitas 

dokumen dalam pengelolaan dana desa adalah:  

a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya 

yang cukup untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang 

efektif. 

b. Kekurangan kemampuan: Petugas desa mungkin tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mengelola dokumen secara efektif. 

c. Kurangnya kesadaran: Masyarakat desa mungkin tidak menyadari 

betapa pentingnya dokumen tersedia dan siapa yang harus 

bertanggung jawab atas mereka. 

 Meskipun ada beberapa masalah, ketersediaan dan akuntabilitas dokumen 

merupakan komponen penting dalam pengelolaan Dana Desa yang harus 

diprioritaskan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat 

sambil memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari Dana Desa untuk 

pembangunan desa. 

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi 

 Menurut Kristianten (2006), informasi adalah sumber daya pengetahuan 

dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
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ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu, 

informasi memiliki makna yang sangat luas, yang dapat mencakup banyak 

hal, termasuk sosial, ekonomi, bahkan politik. Orang tidak akan dapat 

membuat keputusan jika mereka tidak memiliki informasi. Transparansi 

dalam ilmu sosial-politik dikaitkan dengan informasi. Selain itu, transparansi 

juga terkait dengan dua hal, keterbukaan (openeness) dan akses (access). 

Keterbukaan informasi berarti bahwa orang dapat mengaksesnya. 

 Salah satu komponen penting dalam menciptakan transparansi dalam 

pengelolaan Dana Desa adalah kejelasan dan kelengkapan informasi. Tujuan 

ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses ke 

informasi yang mudah dipahami, akurat, dan lengkap tentang cara Dana Desa 

digunakan. Dalam pengelolaan DD, kejelasan informasi berarti bahwa 

informasi harus mudah dipahami, tidak membingungkan, dan tidak 

menimbulkan berbagai interpretasi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan: 

a. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami: Hindari 

menggunakan istilah teknis yang rumit dan jelaskan informasi dengan 

cara yang mudah dipahami oleh anggota komunitas. 

b. Menyajikan informasi dengan cara yang menarik: Untuk menarik 

perhatian dan meningkatkan pemahaman masyarakat desa, gunakan 

format informasi seperti infografis, video, atau gambar. 

c. Membuat informasi yang mudah diakses: Pastikan masyarakat desa 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi DD, baik secara online 

maupun offline. 
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 Dalam pengelolaan DD, kelengkapan informasi berarti bahwa informasi 

yang diberikan kepada masyarakat desa harus lengkap dan mencakup semua 

aspek penting terkait penggunaan DD. Hal ini dapat dicapai dengan 

menggunakan metode berikut:  

a. Menyediakan informasi tentang semua tahapan pengelolaan dana 

desa: Jelaskan kepada masyarakat desa tentang proses perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan 

dana desa. 

b. Menyediakan informasi tentang sumber dan jumlah dana desa: 

Jelaskan kepada masyarakat desa tentang sumber dana desa, seperti 

dana dari pemerintah pusat dan daerah, serta jumlah dana yang 

diterima desa.  

c. Menyediakan informasi tentang penggunaan dana desa: Jelaskan 

kepada masyarakat desa  

 Adapun manfaat kejelasan dan keterbukaan informasi dalam transparansi 

pengelolaan dana desa adalah: 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat desa yang memiliki 

akses ke informasi yang jelas dan lengkap akan lebih termotivasi 

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait 

penggunaan DD.  

b. Meningkatkan akuntabilitas: Kejelasan dan kelengkapan informasi 

memungkinkan masyarakat desa untuk memantau dan mengawasi 

penggunaan DD, meningkatkan akuntabilitas pengelola DD. 
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c. Mencegah penyalahgunaan dana: Kejelasan dan kelengkapan 

informasi dapat memungkinkan masyarakat desa untuk memantau dan 

mengawasi penggunaan DD. 

 Kemudian tantangan yang di hadapi dalam implementasi kejelasan dan 

keterbukaan informasi dalam transparansi pengelolaan dana desa adalah 

sebagai berikut: 

a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya 

yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap 

kepada masyarakat desa.  

b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat desa.  

c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum 

berkembang dengan baik di desa, sehingga masyarakat desa terbiasa 

dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. 

 Meskipun ada beberapa kendala, keterbukaan dan kelengkapan informasi 

merupakan komponen utama transparansi pengelolaan DD. Desa dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepercayaan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini. Mereka juga dapat mengurangi 

penyalahgunaan dana desa. 

 

 

3. Keterbukaan Proses 
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 Kristianten (2006:45) menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah 

menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola 

sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang 

membutuhkannya. Selanjutnya, Kristianten (2006:31) menyatakan bahwa 

transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat 

para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol 

masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

 Salah satu elemen penting dalam transparansi pengelolaan Dana Desa 

(DD) untuk pembangunan jalan tani adalah keterbukaan proses. Ini berarti 

bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan 

dan pelaporan, harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dengan cara 

yang jelas dan mudah dipahami. Ada Beberapa tahapan dalam Pembangunan 

jalan tani dengan Dana Desa sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas usulan untuk 

pembangunan jalan tani, menyusun Rencana Kerja Desa (RKP 

Desa),  

2) Menetapkan RKP Desa oleh BPD dan Kepala Desa. 

3) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

yang mencakup anggaran untuk pembangunan jalan tani. 

b. Pelaksanaan 

1) Pilih penyedia jasa melalui proses penunjukan langsung atau 

lelang 
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2) Pembangunan jalan tani dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan. 

3) Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan 

tani 

c. Pelaporan 

Laporan realisasi anggaran pembangunan jalan tani harus dibuat, 

dikirim ke BPD dan masyarakat desa, dan dipublikasikan di papan 

informasi desa atau media lainnya. 

 Prinsip-prinsip keterbukaan proses dalam Pembangunan jalan tani dengan 

dana desa sebagai berikut: 

a. Partisipasi masyarakat: Sejak perencanaan hingga pelaporan, 

masyarakat desa harus terlibat dalam setiap fase pembangunan jalan 

tani. 

b. Informasi yang mudah diakses: Masyarakat desa harus dapat dengan 

mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan jalan tani, baik 

secara online maupun offline. Kejelasan dan kelengkapan informasi: 

c. Informasi tentang pembangunan jalan tani harus jelas, lengkap, dan 

mudah dipahami oleh masyarakat desa. 

Akuntabilitas: Semua tahapan pembangunan jalan tani harus 

ditanggung oleh Pengelola Dana Desa. 

 Adapun Manfaat keterbukaan proses dalam transparansi pengelolaan dana 

desa adalah: 

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Jika proses pembangunan 
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jalan tani menjadi lebih transparan, masyarakat desa mungkin lebih 

mempercayai pemerintah desa dan pengelola Dana Desa. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Jika masyarakat desa 

mengetahui tentang proses pembangunan jalan tani, mereka mungkin 

lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga jalan 

tani. 

c. Mencegah penyalahgunaan dana: Menjadi lebih sulit bagi pengelola 

Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan 

otoritas mereka dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. 

Meningkatkan akuntabilitas: Karena prosesnya lebih transparan, 

masyarakat desa dapat melihat bagaimana Dana Desa digunakan. Ini 

meningkatkan kepercayaan pengelola Dana Desa. 

 Selanjutnya dalam implementasi keterbukaan proses dalam transparansi 

pengelolaan dana desa ada Beberapa tantangan yang harus di hadapi yaitu: 

a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya 

yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap 

kepada masyarakat desa.  

b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat desa.  

c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum 

berkembang dengan baik di desa, sehingga masyarakat desa terbiasa 

dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. 
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Meskipun ada beberapa masalah, keterbukaan proses adalah komponen 

penting dari transparansi pengelolaan Dana Desa yang harus diprioritaskan. 

Dengan mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan proses, desa dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, partisipasi, dan akuntabilitas, serta 

mengurangi kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa dalam pembangunan 

jalan tani. 

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi 

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah kumpulan aturan 

dan peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa informasi yang penting 

bagi masyarakat dapat diakses dan diakses dengan mudah. Tujuan dari 

kerangka regulasi ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan 

akuntabilitas terhadap pemerintahan dan sektor publik lainnya.  

Alat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan akuntabel 

adalah kerangka regulasi transparansi. Dengan terus meningkatkan kerangka 

regulasi dan meningkatkan kesadaran publik, kita dapat bekerja sama untuk 

membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil. 

Ada beberepa elemen prnting dalam kerangka regulasi transparansi yaitu: 

a. Keterbukaan informasi: Informasi publik harus tersedia secara luas 

dan mudah di akses, baik secara fisik maupun elektronik. 

b. Aksebilitas: Informasi harus disajikan dalam format yang mudah 

dipahami, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-

kolompok yang berbeda. 

c. Akuntabilitas: Pejabat public harus bertanggung jawab atas informasi 
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yang mereka berikan dan Tindakan yang mereka ambil. 

d. Partisipasi public: Masyarakat harus memilih kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan dan memberikan 

masukan tentang informasi public. 

e. Pengawasan: Mekanisme pengawasan harus ada untuk memastikan 

kerangka regulasi transparansi terpenuhi. 

 Untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembuatan 

jalan tani jelas, diperlukan sistem undang-undang yang komprehensif dan 

kuat. Sistem ini harus mencakup beberapa elemen penting, seperti: 

a. Kejelasan dan Akuntabilitas  

1) Peraturan desa tentang pengelolaan DD: Perdes ini harus 

menetapkan aturan yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan DD untuk 

pembangunan jalan tani. 

2) Standar Operasional Prosedur (SOP): SOP ini harus menetapkan 

bagaimana setiap tahapan pembangunan jalan tani, mulai dari 

perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan. 

3) Penanggung jawab dalam proses pembangunan jalan tani: Setiap 

tahapan harus memiliki penanggung jawab yang jelas. 

b. Partisipasi Masyarakat 

1) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan: Musyawarah 

Desa (Musdes) harus diadakan untuk membahas usulan 

pembangunan jalan tani dan untuk membuat Rencana Kerja Desa 
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(RKP Desa). 

2) Membuka akses informasi kepada masyarakat: Masyarakat desa 

harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang 

pembangunan jalan tani, baik secara online maupun offline. 

3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan 

evaluasi: Masyarakat desa harus terlibat dalam memantau dan 

mengevaluasi bagaimana pembangunan jalan tani dilaksanakan. 

c. Mekanisme Pengawasan 

1) Pembentukan Badan Pengawas Desa (BPD): BPD bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan 

benar saat pembangunan jalan tani dijalankan. 

2) Audit: Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala 

untuk memastikan pengelolaan DD akuntabel.  

3) Sanksi: Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan 

dana desa, mereka harus diberi sanksi tegas. 

 Adapun tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerangka regulasi 

yang menjamin transparansi dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam 

pembuatan jalan tani sebagai berikut: 

a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya 

yang cukup untuk melaksanakan kerangka regulasi secara efektif. 

b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk memahami dan menerapkan kerangka 

regulasi. 
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c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum 

berkembang dengan baik di desa, sehingga orang-orang di desa 

terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. 

Meskipun ada beberapa masalah, kerangka regulasi yang membuat 

pengelolaan DD jelas sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa 

digunakan secara efisien dan akuntabel untuk membangun jalan tani dan 

meningkatkan kehidupan masyarakat desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Peraturan tersebut menjelaskan transparansi atau 

Keterbukaan adalah nilai yang dapat memungkinkan masyarakat untuk 

mengakses data, yaitu data yang berhak untuk diketahui oleh masyarakat, 

misalnya, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa.  

 Berdasarkan hasil analisis dan uraian bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dalam pembuatan 

jalan tani sudah berjalan dengan optimal namun masih ada kekurangan seperti 

belum adanya situs web yang dapat diakses oleh Masyarakat desa 

paccarammengan maupun Masyarakat di luar desa paccarammengan untuk 

mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa. 

 Berdasarkan indikator pertama, ketersediaan dan aksebilitas dokumen, 

Pemerintah Desa Paccarammengan berusaha memberikan Masyarakat 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan 

hingga hasil. Informasi diberikan kepada Masyarakat melalui papan informasi 

dan baliho yang memberikan penjelasan rinci. Namun informasi masih 

diberikan secara manual karena desa paccarammengan tidak menggunakan 

teknologi saat ini, seperti tidak memiliki situs web yang dapat memberikan 
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informasi yang lengkap kepada Masyarakat di luar desa paccarammengan. 

Kemudian indikator kedua, kejelasan dan kelengkapan informasi Dimana 

pemerintah desa paccarammengan dalam menciptakan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa yaitu dengan menyediakan informasi tentang semua 

tahapan pengelolaan dana desa, menyediakan informasi tentang sumber dan 

jumlah dana desa dan menyediakan tentang penggunaan dana desa. 

Selanjutnya indikator ketiga, keterbukaan proses, Pemerintah Desa 

Paccarammengan dalam pembuatan jalan tani selalu menkomunikasikan 

kepada Masyarakat semua tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan serta melibatkan Masyarakat dalam proses 

pengerjaan jalan tani. Selanjutnya indikator keempat, kerangka regulasi yang 

menjamin transparansi, Pemerintah Desa Paccarammengan dalam dalam 

pengelolaan dana desa diatur dalam Beberapa regulasi yaitu, (1) Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang desa yang mengatur tentang 

kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa. (2) Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 

tetang cara pengelolaan dana desa. 

B. Saran 

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan 

kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan APBDes kepada 

masyarakat desa, dengan cara mengadakan rapat antara pemerintah desa 

dan masyarakat terkait pengelolaan APBDes dan juga Pemerintah desa 

lebih transparan dalam memberikan dokumen-dokumen yang 
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menujukkan program atau penganggaran desa Paccarammengan. 

2. Pemerintah desa lebih mengoptimalkan keterbukaan proses dan perlu 

lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes karena 

menyangkut pembangunan bagi desa Paccarammengan. 

3. Disarankan bahwa Pemerintah desa diharapkan membuat evaluasi terkait 

pengeolaan APBDes agar terkait rancangan yang sudah berjalan maupun 

yang sedang berjalan. 

4. Diharapkan Kerangka Regulasi di desa Paccarammengan disarankan 

dapat dijalankan sesuai aturan yang sudah di tetapkan. Agar dapat 

terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada di desa Paccarammengan. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM 

 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN 

JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN 

UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Tabel 8. Daftar Wawancara 

No Fokus Masalah Pertanyaan Informan 

1. Ketersediaan 

dan aksebilitas 

dokumen 

1. Apakah desa memiliki 

dokumen terkait perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

penggunaan dana desa untuk 

pembuatan jalan tani? 

2. Bagaimana cara masyarakat 

dapat mengakses dokumen 

terkait pengelolaan dana desa 

untuk pembuatan jalan tani? 

 

2. Kejelasan da 

kelengkapan 

informasi 

1. Seberapa jelas informasi yang 

diberikan desa kepada 

masyarakat tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penggunaan dana 

desa untuk pembuatan jalan 

tani? 

2. Apakah informasi yang 

diberikan desa tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penggunaan dana 

desa untuk pembuatan jalan 

tani? 

3. Apakah masyarakat merasa 
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puas dengan kelengkapan 

informasi yang duberikan 

desa? 

3. Keterbukaan 

proses 

1. Bagaimana proses 

perencanaan program 

pembuatan jalan tani di desa 

ini? 

2. Bagaimana proses 

pelaksanaan program 

pembuatan jalan tani di desa 

ini? 

3. Apakah masyarakat puas 

dengan keterlibatan mereka 

dalam proses pelaksanaan? 

 

4. Kerangka 

regulasi yang 

menjamin 

transparansi 

1. Apasaja kerangka regulasi 

yang menjamin transparansi 

dalam pengelolaan dana desa 

untuk pembuatan jalan tani? 

2. Bagaimana mekanisme 

transparansi yang diatur dalam 

kerangka regulasi tersebut? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

TRANSPARANSI PRNGRLOLAAN DANA DESA DALAM PEMBUATAN 

JALAN TANI DI DESA PACCARAMMENGAN KECAMATAN 

UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati tentang 

Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembuatan Jalan Tani di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, meliputi: 

A. Tujuan 

 Untuk memperoleh informasi dan data guna menambah informasi terkait 

denagan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembuatan Jalan Tani 

di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba 

B. Instrumen Observasi 

 Adapun pedoman observasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 9.  

Pedoman Observasi 

No Indikator Keteranagan 

1. Kantor Desa Paccarammengan Kecamatan 

Ujungloe Kabupaten Bulukumba 

 

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Pembuatan Jalan tani 
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Gambar 3. Wawancara dengan Kepada Desa Paccarammengan 

 

 

Gambar 4. Wawancara Dengan Sekertaris Desa Paccarammengan 
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Gambar 5. Wawancara dengan Kepala dusun 

 

 
 

Gambar 6. Wawancara dengan Kaur Umum 

 



85 

 

 

 
 

Gambar 7. Wawancara dengan Ketua BPD 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 
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Gambar 10. Perubahan Rencana Anggaran Biaya 2023 
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Gambar 11. Perubahan Rencana Anggaran Biaya 2023 
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Gambar 12. Berita Acara Hasil Negosiasi 
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Gambar 13. Hasil Musrembang 
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Gambar 14. Daftar Hadir Musrembang 
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Gambar 14. Dokumentasi Perintisan Jalan Tani 1000M 



92 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 15. Dokumentasi Perintisan Jalan Tani 1000M 
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Gambar 16. Kondisi jalan tani 2024 
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